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LAMPIRAN

Lampiran 1. Artikel Pendukung

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 135/PMK.011/2014

TENTANG . PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN
PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK
TERUTANG PAJAK

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG
PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

I. PENGERTIAN UMUM

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang
Tidak

Terutang Pajak antara lain:

a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu
(integrated), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung, dan juga
mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak), yang
sebagian jagung yang dihasilkannya dijual kepada pihak lain dan sebagian lainnya diolah
menjadi minyak jagung.

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan
tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di
bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan
penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas
penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya
Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang
Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang

merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
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d.

Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,
misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah
mewah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan

yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan

adalah sebagai berikut:

a.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-
nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya:

1. Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi
minyak jagung;

2. Pajak Masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk
kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor;

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-

nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang

Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, misalnya:

1. Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum,
karena jasa angkutan umum bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang atas
penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

2. Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah
sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dan

Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

ini, misalnya:

1. Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung
maupun untuk pabrik minyak jagung, yang sebagian jagung tersebut dijual kepada
pihak lain dan tidak diolah sendiri oleh pemilik kebun jagung menjadi minyak jagung;

2. Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan

penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.
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I1. CONTOH PENGHITUNGAN

Contoh 1:

1. Pengusaha Kena Pajak B adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan
sepatu.

2. Pada bulan Januari 2014, Pengusaha Kena Pajak B tersebut membeli generator listrik yang
dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik dengan nilai perolehan
sebesar Rp100.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp10.000.000,00.

3. Pajak Masukan atas perolehan generator listrik sebesar Rp10.000.000,00 secara
keseluruhan dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2014.

4. Masa manfaat generator listrik tersebut sebenarnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi untuk
penghitungan kembali Pajak Masukan ini, masa manfaat generator listrik tersebut
ditetapkan 4 (empat) tahun, sehingga alokasi pengkreditan Pajak Masukan untuk setiap
tahunnya adalah sebesar:

Rp 10.000.000,00
————————————————————— = Rp2.500.000,00
4
5. Selama tahun 2014 ternyata generator listrik tersebut digunakan:
a. untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2014:
i. 10% untuk perumahan karyawan dan direksi;
ii. 90% untuk kegiatan pabrik, dan
b. untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2014:
i. 20% untuk perumahan karyawan dan direksi;
ii. 80% untuk kegiatan pabrik.
Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata penggunaan generator listrik untuk kegiatan
pabrik adalah:

90% + 80%

6. Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2014

dapat dilakukan paling lambat pada Masa Pajak Maret 2015. Pengusaha Kena Pajak B
melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan pada Masa Pajak Februari 2015. Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2014 seharusnya sebesar:
Rp10.000.000,00
85% X -----m--mmmmmmeeeo = Rp2.125.000,00
4
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7.

Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan
untuk Masa Pajak Februari 2015 adalah sebesar:

Rp2.500.000,00 - Rp2.125.000,00 = Rp375.000,00

Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan sampai dengan
masa manfaat generator listrik berakhir.

Contoh 2:

1)

2)

3)

Pengusaha Kena Pajak D adalah perusahaan yang menghasilkan jagung, dan memproses
jagung tersebut menjadi minyak jagung yang merupakan Barang Kena Pajak, dengan titip
olah menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak E. Selanjutnya, Pengusaha
Kena Pajak D hanya menjual minyak jagung.

Pada bulan Maret 2014, Pengusaha Kena Pajak D membayar jasa titip olah kepada
Pengusaha Kena Pajak E sebesar Rp25.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai
sebesar Rp2.500.000,00.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak D pada masa
Maret 2014 adalah sebesar Rp2.500.000,00

Contoh 3:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pengusaha Kena Pajak N adalah perusahaan integrated (terpadu) yang bergerak di bidang
perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung. Sebagian jagung yang dihasilkannya diolah
lebih lanjut menjadi minyak jagung dan sebagian lainnya dijual kepada pihak lain.

Pada bulan April 2014, Pengusaha Kena Pajak N membeli truk yang digunakan baik untuk
perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung dengan harga perolehan sebesar
Rp200.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp20.000.000,00.

Berdasarkan data-data yang dimiliki, diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan
minyak jagung terhadap penyerahan seluruhnya adalah sebesar 70%, sedangkan 30%
merupakan penyerahan jagung kepada pihak lain.

Berdasarkan data tersebut maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa
PPN Masa Pajak April 2014 sebesar: Rp20.000.000,00 x 70% = Rp14.000.000,00
Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2014 adalah
Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung kepada pihak lain sebesar
Rp40.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp60.000.000.000,00.

Masa manfaat truk sebenarnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi untuk tujuan penghitungan

Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan 4 (empat) tahun.
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7)

8)

9)

Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama
tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah:
Rp60.000.000.000,00 Rp20.000.000,00

D, G = Rp3.000.000,00

Rp100.000.000.000,00 4

Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk

tersebut adalah:
Rp14.000.000,00
___________________ = Rp 3.500.000,00

Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan
untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar: Rp3.500.000,00 - Rp3.000.000,00 =
Rp500.000,00

10) Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan setiap tahun

sampai dengan masa manfaat truk berakhir.

Contoh 4:

1)

2)

3)

4)

Kelanjutan dari contoh 3, diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2015
adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp
10.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp 90.000.000.000,00.
Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama
tahun buku 2015 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2016 adalah:

Rp90.000.000.000,00 Rp20.000.000,00
------------------------ X mmmmmm oo = Rp 4.500.000,00
Rp100.000.000.000,00 4
Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk
tersebut adalah:
Rp14.000.000,00
------------------- = Rp3.500.000,00
4
Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan menambah Pajak Masukan
untuk Masa Pajak Maret 2016 adalah sebesar: Rp4.500.000,00 - Rp3.500.000,00 = Rp
1.000.000,00
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Contoh 5:

1) Kelanjutan dari contoh 4, diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2016
adalah  Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar
Rp30.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp70.000.000.000,00.

2) Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama
tahun buku 2016 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2017 adalah:
Rp70.000.000.000,00 Rp20.000.000,00

e = Rp 3. 500.000.000
Rp100.000.000.000,00 4

3) Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk

tersebut adalah:

Rp14.000.000,00

——————————————————— = Rp3.500.000,00
4

4) Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali adalah sebesar: Rp3.500.000,00-
Rp3.500.000,00 = Rp0,00

Contoh 6:

1) Kelanjutan dari contoh 5, diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2017
adalah  Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar
Rp50.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp50.000.000.000,00.

2) Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama
tahun buku 2017 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2018 adalah:

Rp 50.000.000.000,00 Rp20.000.000,00
------------------------- X = Rp2.500.000.000
Rp 100.000.000.000,00 4
3) Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk
tersebut adalah:
Rp14.000.000,00
------------------- = Rp3.500.000,00
4
4) Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan

untuk Masa Pajak Maret 2018 adalah sebesar: Rp3.500.000,00- Rp2.500.000,00 =
Rp1.000.000,00
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5)

Penghitungan Pajak Masukan sebagaimana perhitungan di atas tidak perlu lagi dilakukan
pada tahun 20109.

Contoh 7:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pengusaha Kena Pajak N tersebut pada contoh 3, pada bulan Mei 2014 membeli bahan
bakar solar untuk truk yang digunakan baik untuk sektor perkebunan dan distribusi jagung
kepada pihak lain maupun untuk sektor pabrikasi dan distribusi minyak jagung sebesar
Rp50.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00;

Pengusaha Kena Pajak dimaksud mengkreditkan Pajak Masukan tersebut berdasarkan
perkiraan persentase perbandingan jumlah penyerahan yang terutang Pajak terhadap
penyerahan seluruhnya sebesar 70%, sehingga Pajak Masukan yang dikreditkan dalam SPT
Masa PPN Masa Pajak Mei 2014 adalah sebesar: Rp5.000.000,00 x 70% = Rp3.500.000,00
Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2014 adalah
Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp40.000.000.000,00
dan penjualan minyak jagung sebesar Rp60.000.000.000,00.

Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang
dapat dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015
adalah:

Rp60.000.000.000,00

------------------------ X Rp5.000.000,00 = Rp3.000.000,00

Rp100.000.000.000,00

Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang telah dikreditkan pada
Masa Pajak Mei tahun 2014 adalah Rp3.500.000,00

Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan
untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar: Rp3.500.000,00 - Rp3.000.000,00 =
Rp500.000,00

Contoh 8:

1)

2)

Sama dengan contoh 7, namun diketahui total peredaran usaha selama tahun buku 2014
adalah  Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar
Rp10.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp90.000.000.000,00

Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang
dapat dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015

adalah:
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Rp90.000.000.000,00

---  x Rp5.000.000,00 = Rp4.500.000,00
Rp100.000.000.000,00

3) Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang telah dikreditkan pada
Masa Pajak Mei tahun 2014 adalah Rp3.500.000,00

4) Jadi, Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan menambah Pajak
Masukan untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar: Rp4.500.000,00 - Rp3.500.000,00
= Rp1.000.000,00
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 17/PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN
FAKTUR PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur
Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara

Pembatalan Faktur Pajak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata
Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara
Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang
Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka
Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
1. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran
IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus:
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a. diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan

b. disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan
dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum
dalam surat permohonan.

3. Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP,
maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.

4. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi
ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau

b. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.03/2012.

1. Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:

a. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala
Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur
dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke
alamat PKP; dan

b. mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang
dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

2. Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor
Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password
sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

3. Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos
(kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat
elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode
Aktivasi dan Password.

4. PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali
surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat
pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur

pemberitahuan perubahan alamat.
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5. Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan
Password, PKP harus melakukan update email.

6. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor
Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi
sebagaimana diatur dalam Lampiran 1D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan
kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan
Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

7. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat
pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.

8. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun
Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan
menggunakan Kode Aktivasi, melalui :

a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat
Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam
Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini; atau

b. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

9. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli
2014.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
Pasal 9
1. PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui:
a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan; dan/atau
b. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak:
a. melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dilakukan dengan
menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam
Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal Pajak ini.
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b. melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak:
1) untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik; dan
2) mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password:;
b. telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; dan
c. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh
tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri
Faktur Pajak.
PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke
Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
sebagaimana diatur dalam Lampiran 1G-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP.
Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yang
ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PKP akan menerima surat pemberian
Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran 1G-
2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke
PKP.
Dalam hal Surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak
dengan jelas, PKP dapat:
a. meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor Pelayanan
Pajak; atau
b. melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman

(website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai

berikut;
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Pasal 9A

Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi

sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak, berupa:

a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan
dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan

b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKP setelah

PKP mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengajuan permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui:

a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat
Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IH yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau

b. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP

melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau melalui laman (website)

yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat

mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui laman (website) yang ditentukan

dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk:

a. tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat
Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; atau

b. tempat kegiatan usaha yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Cabang)
dalam hal pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara
jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman (website)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) mengikuti petunjuk pengisian

(manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
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7. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
sertifikat elektronik dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan kepada
PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebelum 1 Juli 2015
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

4. Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVC, Lampiran 1VD, dan Lampiran IVE Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian
Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau
Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2013 diubah menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran |A, Lampiran 1B, Lampiran IC, Lampiran IF, dan Lampiran 1G-1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal Il

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

A. FUAD RAHMANY

Web : https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal -
pajak-per-17pj2014
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.03/2010

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI

PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur
bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pengusaha Kena Pajak yang
peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, dapat dihitung
dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran
Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU.

Pasal 1

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009.

2. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang
Kena Pajak.

3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai.

4. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

5. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor,
atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
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Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak

Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun
buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

1)

2)

1)

2)

3)

Pasal 3

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan pedoman

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi syarat :

a. mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp
1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun
buku; atau

b. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban

menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah tahun kalender.

Pasal 4

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak

Masukan wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan

Pajak Keluaran mulai Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp

1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan

penghitungan pajak terutang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan

dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi

Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dikenai

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan

dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan

mulai Masa Pajak saat digunakannya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan

Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan

Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat kembali menggunakan pedoman

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
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Pasal 6
1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bermaksud
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan harus memberitahukan
secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan paling lama :

a. pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;

b. pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajak
yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b.

2) Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak

Masukan harus melaksanakan secara taat asas dalam 1 (satu) tahun buku, sepanjang

peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar

delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :
a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau

b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 8
1) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan
tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah peredaran
usaha.
Pasal 9
Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak
Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikurangi dengan Pajak Masukan yang
dapat dikreditkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga :
a. bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sama dengan 4% (empat persen) dari Dasar

Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
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b. bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah sama dengan 3% (tiga persen) dari Dasar
Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10
Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan
menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat membebankan
Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya
untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

Pasal 11
Dalam hal terjadi retur, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, mengurangi Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai.

Pasal 12

1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan memilih beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan
dengan Pajak Keluaran, Pengusaha Kena Pajak hanya diperbolehkan mulai menggunakan
mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak pertama
tahun buku berikutnya.

2) Pengusaha Kena Pajak yang memilih beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak
Masukan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan paling lama pada batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya
penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

3) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mulai menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak
Masukan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan mulai Masa Pajak pertama tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme

pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
Pasal 13

1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai Masa Pajak tertentu dalam periode tahun buku yang menggunakan
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pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, dan mengakibatkan peredaran usaha
tahun buku yang bersangkutan menjadi lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar
delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan mekanisme
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

2) Kewajiban menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang
peredaran usahanya menjadi lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan
ratus juta rupiah).

3) Penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembetulan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi
lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang pengkreditan Pajak
Masukannya menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak diperkenankan menggunakan
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan ini.

Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, yang belum berakhir tahun
buku, harus menggunakan pedoman penghitungan pengembalian Pajak Masukan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha
Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
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Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2010
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 157

Web : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174048/pmk-no-74pmk032010
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/PMK.011/2014

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK
DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan
Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.011/2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan
yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan

Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang

Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN
PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN
YANG TIDAK TERUTANG PAJAK.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan
Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pengusaha Kena Pajak yang:

a. menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan
yang Tidak Terutang Pajak; dan

b. mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan
menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi
Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang
Pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat
diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9A

Ketentuan mengenai penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

3. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan
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Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 828

Web : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147789/pmk-no-135pmk0112014
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